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ABSTRAK
AIERENE PUTRI, 202120251053, 2023.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum
Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Dalam
Lembaga Pemasyarakatan. Dasar Hukum yang dijadikan sebagai landasan utama
dalam Tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan yang merupakan dasar penegakan hukum, pelayanan serta
pembinaan terkait dengan warga binaan masyarakat di dalam Lapas, selain itu
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan peraturan yang bertujuan
untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas agar terlaksananya
pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, beserta mekanisme penjatuhan
hukuman disiplin. Dengan menggunakan penelitian kualitatif didukung dengan
penelitian hukum normatif, dalam menjawab dua rumusan masalah yaitu:
Bagaimana penerapan hukum terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana
kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan? Dan Bagaimana upaya
penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga
pemasyarakatan. Dari kedua rumusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa: Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Fisik/Penganiayaan di dalam Lapas diatur dalam Permen 6/2013 tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang diatur
dalam Pasal 9 ayat (4), selain itu jika terbukti bahwa tindakan pelanggaran tersebut
merupakan Tindakan Pidana maka akan diserahkan kepihak berwajib. Sehingga
dapat dikenakan ketentuan pada Pasal 351 sd 358 tentang Penganiayaan. Namun
penerapan pidana tambahan terhadap pelanggaran Narapidana tersebut diatur dalam
Pasal 70 bis KUHP, dan penerapannya sendiri dikenakan pidana tambahan yang
dijalankan bersama-sama dengan pidana pokok yang sudah dijalani. Serta terkait
upaya penegakan hukumnya di dalam Lapas berlaku 3 tahapan yaitu: Tahapan
Formulasi, Tahapan Aplikasi, Tahapan eksekusi. Selain dari 3 tahapan tersebut,
terdapat juga upaya penegakkan hukum yang dibagi ke dalam 3 bagian yaitu upaya
non penal (preventif) dan upaya penal (represif), dan upaya kuratif, hal ini
terkandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik/Penganiayaan, Lapas, Narapidana

vi

Penegakan Hukum.., Airene Putri, Fakultas Hukum, 2024



ABSTRACT
AIERENE PUTRI, 202120251053, 2023.

This research was conducted with the aim of knowing law enforcement against
convicts as perpetrators of criminal acts of physical violence in correctional
institutions. The legal basis used as the main basis for this thesis is Law Number
22 of 2022 concerning Corrections which is the basis for law enforcement, services
and guidance related to community inmates in prisons, in addition to the Regulation
of the Minister of Law and Human Rights concerning Rules of Procedure.
Correctional Institutions and State Detention Centers are regulations that aim 1o
ensure the implementation of orderly life in prisons so that prisoner development
and detention services can be implemented, along with mechanisms for imposing
disciplinary sentences. By using qualitative research supported by normative legal
research, in answering two problem formulations, namely: How is the law applied
to prisoners as perpetrators of criminal acts of physical violence in correctional
institutions? And how to enforce the law against criminal acts of physical violence
in correctional institutions. From the two problem formulations above, it can be
concluded that: The application of the law towards convicts as perpetrators of
criminal acts of physical violence/mistreatment in prisons is regulated in
Ministerial Regulation 6/2013 concerning the Rules of Procedure for Correctional
Institutions and State Detention Centers as regulated in Article 9 paragraph (4)
Apart from that, if it is proven that the violation is a criminal act, it will be handed
over 1o the authorities. So that the provisions in Articles 351 to 358 concerning
Persecution may be subject to it. However, the application of additional penalties
for violations by convicts is regulated in Article 70 bis of the Criminal Code, and
the application itself is subject to additional penalties which are carried out
together with the main sentence which has already been served. And regarding law
enforcement efforts in prisons, 3 stages apply, namely: Formulation Stage,
Application Stage, Execution Stage. Apart from these 3 stages, there are also law
enforcement efforts which are divided into 3 parts, namely non-penal (preventive)
efforts, penal (repressive) efforts, and curative efforts, these are contained in
accordance with the provisions of laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Physical Violence/Mistreatment, Prisons, Prisoners
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MOTTO

"Beranilah menjalani kehidupan yang kamu impikan
untuk dirimu sendiri. Bergeraklah maju dan buatlah
impianmu menjadi nyata."

- Ralph Waldo Emerson

” You are braver than you believe, stronger than you
seem, and smarter than you think.”
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